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SEMARANG (KR) -

Kapolda Jateng Irjen Pol

Ahmad Luthfi mengingat-

kan saat ini Polri mengha-

dapi kegiatan yang fluktu-

atif di lapangan. Dimulai

dari memelihara stabilitas

kamtibmas hingga pena-

nganan pandemi Covid-19.

Pesan itu disampaikan pa-

da pelantikan pejabat ba-

ru Irwasda Polda Jateng

yang telah ditingggalkan

pejabat lama, Selasa

(16/11) di ruang kerja Ka-

polda Jateng berlangsung

secara sederhana dan pro-

kes ketat. Pejabat baru Ir-

wasda Kombes Pol Un-

tung Sudarto semula Ir-

bidjemensdm ll Itwil ll It-

wasum Polri. 

Sedangkan pejabat lama

Brigjen Pol Mashudi se-

karang menjabat sebagai

Kapus INAFIS Bareskrim

Polri. Dikatakan Itwasda

merupakan backbone di

bidang pengawasan inter-

nal Polri. Kegiatan-kegiat-

an kepolisian di lapangan

harus mendapat peng-

awasan dan audit ketat

agar bisa terlaksana se-

suai dengan perencanaan. 

”Saat ini Polri menjadi

tulang punggung dalam

pengamanan negara ter-

masuk penanganan pan-

demi Covid-19. Untuk itu,

bidang itwasda berperan

untuk memeriksa dan

mengingatkan semua lini

agar program kerja terlak-

sana sesuai yang  diharap-

kan,” ucap Ahmad Luthfi. 

Tantangan yang diha-

dapi Polda Jateng saat ini

membutuhkan dedikasi

semua anggota baik di bi-

dang pembinaan maupun

operasional. 

Untuk itu setiap anggo-

ta diminta tampil profe-

sional dalam memberikan

dan memberikan teladan

yang baik kepada masya-

rakat. 

Terkait dengan amanat

yang diberikan negara pa-

da setiap pejabat, Ahmad

Luthfi wanti-wanti agar

dilaksanakan dengan pe-

nuh tanggung jawab dan

dedikasi tinggi. (Cry)

Bank Jateng Perlu Upaya Digitalisasi
KOMISI C DPRD Jateng

tertarik dengan penerapan sis-

tem digitalisasi di Bank DKI

Jakarta yang disinergikan de-

ngan BUMD. Program tersebut

dinilai mampu meningkatkan

kualitas pelayanan dan penge-

lolaan keuangan BUMD bi-

dang perbankan. Ini sangat co-

cok jika diterapkan di Jateng.

Hal tersebut disampaikan

Ketua Komisi C DPRD Provin-

si Jateng Bambang Haryanto,

kepada wartawan usai diskusi

dengan Bank DKI Jakarta, Se-

nin (15/11) di Jakarta. 

Dikui keunggulan Bank DKI adalah pe-

manfaatan digitalisasi yang sudah terkonek-

si dengan pemerintah daerah, dalam hal ini

OPD (Organisasi Perangkat Daerah), ter-

masuk dengan BUMD.

Dalam hal sinergi, Bank DKI bersama be-

berapa BUMD yang ada melaksanakan pro-

gram dan kegiatan secara bersama. Hal ini

yang belum dilakukan oleh Bank Jateng.

Komisi C berharap penerapan digitalisasi

dan sinergi dengan BUMD ter-

sebut juga dapat diterapkan

oleh Bank Jateng. 

Bank Jateng diminta untuk

membuat berbagai terobosan

dengan pemanfaatan infor-

masi teknologi (IT) di era digi-

talisasi ini.  

Melihat kemajuan di Bank

DKI tersebut, Komisi C DPRD

Jawa Tengah akan mendo-

rong Bank Jateng untuk sege-

ra masuk ke program digitali-

sasi, yang nantinya bisa dico-

nectkan dengan BUMD yang

ada di Jawa Tengah. 

Dengan langkah tersebut diharapkan

Bank Jateng akan mampu mengcover ber-

bagai kegiatan di BUMD. Bukan hanya dari

visi soal keuangansaja, tetapi juga dari pe-

manfaatan IT. (*)

(Disampaikan oleh Ketua Komisi C

DPRD Jateng Bambang Haryanto kepada

wartawan KR Biro Semarang, 

Budiono Isman)

KR-Budiono

Bambang Haryanto
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Saya tidak membicarakan apakah berbagai

ramalan dalam kitab tersebut benar atau ti-

dak, berhubungan dengan berbagai kejadian

di Indonesia apa tidak. Misalnya, pada tahun

1930, Soekarno menyebut Ratu Adil dalam

risalahnya Indonesia Menggugat. Dalam

risalah tersebut Soekarno menyebut dan

berdoa akan datang Ratu Adil di Indonesia

yang akan menyelamatkan rakyat Indonesia

dari penderitaan. Beberapa tahun kemudian,

Soekarno menjadi presiden.

Pemahaman tentang Ratu Adil adalah akan

datangnya seorang tokoh (dalam keyakinan

agama disebut sebagai Imam Mahdi), yang

akan menyelamatkan atau menolong rakyat

dari penderitaan, bencana yang menimpa,

dan sebagainya. Tulisan ini tidak mem-

bicarakan persoalan tersebut, tetapi mem-

bicarakan pengunaan Ratu dan Adil itu

sendiri, terutama dalam kaitannya dengan

politik Ratu Adil.

Dari sejarah dan semantika kebahasaan,

pengertian dan penggunaan Ratu tidak dimak-

sudkan untuk perempuan atau laki-laki. Kata

Ratu tidak berjenis kelamin. Kata itu bisa dike-

nakan untuk laki-laki atau perempuan. Banyak

pemimpin pada masa lalu, baik laki-laki mau-

pun perempuan, bergelar Ratu. Ratu diartikan

secara umum sebagai pemimpin, kemuliaan,

sebagian mengartikannya sebagai kelembu-

tan, kehalusan, bahkan kesantunan. 

Tidak dapat dipastikan kapan kemudian

pengertian Ratu bergeser menjadi dan

dikaitkan dengan pengertian feminin atau

keperempuanan. Mungkin sekitar akhir abad

ke-19 atau awal abad ke-20. Kemudian,

banyak kata kepemimpinan bergeser menjadi

Raja untuk laki-laki, dan Ratu jika perempuan.

Pengertian Raja dan Ratu masuk dalam

perangkap bias gender. Masih kuatnya bu-

daya patriarki menempatkan kepemimpinan

sebagai suatu konteks yang tidak cocok untuk

kelembutan atau kehalusan.   

Tentu, terdapat desain politisasi gender un-

tuk keperluan politik.  Kekuasaan politik digir-

ing untuk percaya bahwa politik identik de-

ngan dunia keperkasaan, kegagahan, atau

sesuatu yang macho. Kini, perangkap politi-

sasi gender tersebut menyulitkan untuk mem-

bawa kembali bahwa pada dasarnya politik

bukan sekadar dunia keperkasaan dan kega-

gahan, tetapi lebih dari itu adalah dunia

kelembutan, kehalusan, dan kesantunan.

Jika politik hanya dikaitkan dengan dunia

keperkasaan dan kegagasan, politik berjalan

tanpa kesantunan yang memadai. Politik lebih

sebagai menang-menangan dengan

filosofinya sendiri. Sementara itu, jika politik ju-

ga mengakui etik kelembutan, kehalusan, dan

kesantunan, politik berjalan secara propor-

sional. Pertama, kemampuannya membe-

baskan diri dari bias patriarki. Kedua, adanya

keseimbangan antara keperkasaan dan

kegagahan di satu sisi, dan kelembutan, ke-

halusan, dan kesantunan di sisi yang lain.

Persoalan kedua, rakyat sedang menderita

atau menghadapi bencana dan akan datang

Ratu Adil yang akan menyelamatkan.

Ramalan seperti itu sebenarnya sesuatu yang

tidak produktif. Dikatakan tidak produktif kare-

na rakyat dibiarkan menunggu, pasif, tetapi

tetap memiliki harapan. Hal ini sebenarnya

lebih semacam tipuan ideologis. Rakyat

dikondisikan untuk bersabar, tidak perlu mela-

kukan aksi dan reaksi, karena Ratu Adil akan

datang menolong sesuai dengan waktunya. 

Ramalan itu juga telah merendahkan ke-

mampuan rakyat. Seolah rakyat tidak memi-

liki kemampuan untuk mengubah dan man-

gatasi situasi menjadi baik. Karena dianggap

tidak mampu, maka bersabarlah karena tak

lama lagi akan datang Ratu Adil yang akan

menolong. 

Hal yang lebih parah adalah bahwa ra-

malan itu seolah mendikte masa depan se-

suai yang dimaksud ramalan. Nanti, jika ra-

malan itu tidak sesuai, akan banyak penje-

lasan yang membelanya, karena ternyata rak-

yat tidak sedang menghadapi bencana pen-

deritaan. 

(Penulis adalah Kaprodi Magister Sastra

FIB UGM.)

ÓSaya menyampaikan ter-

ima kasih pada semua yang

berpartisipasi. Mereka he-

bat dan kita bisa melangkah

bersama untuk lebih baik

dalam rangka protokol ke-

sehatan ini,Ó tegas Ganjar.

Menteri Kesehatan Budi

Gunadi Sadikin mem-

berikan apresiasi kepada

semua pihak termasuk

gubernur, bupati/walikota

dan pelaku usaha ma-

kanan yang menerapkan

protokol kesehatan di

tempatnya masing-ma-

sing. Menurutnya, itu

adalah upaya membantu

percepatan pemulihan

perekonomian di Indo-

nesia.                     (Bdi) -d
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Menuju Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan

Berkelanjutan di Tengah Era PandemicÕ.

Konferensi menghadirkan keynote-speaker

Wakil Presiden RI KH MaÕruf Amin, Menteri

Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN

Eric Thohir dan para pembicara antara lain

Muhammad Aqil Irham (Kepala Badan Pe-

nyelenggaraan Jaminan Produk Halal), Ita Rulina

(Direktur Keuangan Syariah Bank Indonesia).

MaÕruf Amin secara daring mengatakan,

Pemerintah Indonesia secara serius mendo-

rong majunya ekonomi dan keuangan syariah

untuk mendukung pemulihan ekonomi dan

pembangunan berkelanjutan. (Dev)-d

KR-Karyono

Suasana pelantikan Irwasda Polda Jateng.


